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BUPATI SERDANG BEDAGAI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

6.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik perlu ditetapkan Peraturan
Bupati Serdang Bedagai tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang
Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwailan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang - Undangan;

Undang -~ Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

PARAF KOORDI

] A 81 15-Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan

Pt e )

""" Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi

| Peraturan Pemerintah Pengganti Undang — Undang Nomor 2
%tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang

Undang - Undang;
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k.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang
perubahan atas Peraturan Nomor S5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

Peraturan Daerah Kabupaten Sedang Bedagai Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai;

Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017;

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 38 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai;

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

_~ Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK.

PARAF KﬁO"’DlNASI

i
BAB I

f Q ? ’ KETENTUAN UMUM
‘" s Pasal 1

‘J Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

4. Keuangan Daecrah adalah semua kewajiban dan hak daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah.



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

6. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang
diberikan secara porporsional kepada partai politik yang memperoleh kursi di
DPRD Kabupaten yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

7. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga
Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan
cita — cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa,
dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang — Undang Dasar 1945.

8. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau
sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang
ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan
lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau
sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang
ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan
lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

(1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah
Daerah setiap tahunnya.

(2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang

mendapatkan kursi di DPRD.
— k_}(3v):-B7gp,trtga(r}%‘i%euangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
s/ Ndiberikan | secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah

' ‘pér‘@léﬁé‘fi“%uara pada Pemilihan Umum 2014.
. u g

A TS A4 i ]

f HUKUM ! Pasal 3
b (1)- Penén.tuan{ besarnya nilai bantuan persuara hasil Pemilu DPRD didasarkan pada
| KASUBE‘hasil pgnghitungan jumiah bantuan keuangan APBD sebelumnya dibagi dengan
| PER-U ;*'"':s:ﬁarap}ksif Pemilu DPRD Kabupaten yang berdasarkan penghitungan suara yang
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
(2) Jumlah bantuan keuangan dari APBD Kabupaten setiap tahun kepada Partai
Politik adalah jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum 2014
dikalikan dengan nilai bantuan persuara.

PARAF KOOZDINASI | BAB III
btely b AR
' ! q i TATA CARA PENGAJUAN
r
5 B} Pasal 4



(2) Surat permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya dengan
menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan
sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa :

a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan
Partai Politik ditingkat Kabupaten Serdang Bedagai yang dilegalisir oleh
Pengurus Partai Politik ditingkat Provinsi/ Pusat;

b. foto copy Surat Keterangan NPWP Partai Politik;

c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara
partai politik di DPRD yang dilegalisir oleh ketua atau sekretaris Komisi
Pemilihan Umum;

d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan
pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan
mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah bantuan yang akan
diterima untuk pendidikan politik;

f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun

- anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan

g. surat pernyataan ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya Partai Politik

ooyang, 'menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam

: penggmjaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut

ses peraturan perundang - undangan apabila memberikan keterangan

AG yanyg/ tidak benar diatas materai dengan menggunakan kop surat partai

M politik; »

(3) Tembusan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya

disampgikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Kepala Badan Kesatuan
U-Bangsaf3an Politik Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 5

Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada tahun anggaran berjalan, bantuan
keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

—

] BAB IV
F’“‘Z;I KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK
T Pasal 6

\ (1) Verifikasi kelengkapan administrasi dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik dan hasil
verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan dibuat
dalam berita acara.

(2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik dan anggotanya terdiri dari unsur Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik, Bagian Hukum, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai.

(3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dalam keputusan Bupati.




(4) Biaya Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD
Kabupaten Serdang Bedagai.

(5) Bentuk berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dafam ayat (I} pasal ini,
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB YV
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 7

(1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik
dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati.

(2) Ketua partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan
yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(3) Penyampaian tanda bukti sebgaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan
penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.

(4) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 8

Bantuan Keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan
pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 9
(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 bertujuan
untuk :
a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
T b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- »'ﬂrr;_cw-rmenmgkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa
A ANV 9 atai memehhara persatuan dan kesatuan bangsa.
'(2) “Pendic ané politik sebagaimana dimaksud pada ayat (i} berkaitan dengan
ABAG kegxa 1
UM q, pen aléman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu
'_mPancasﬂa UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik

Indpnesia.
. paKh,aman mengenai hak - hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia
dalam membangun etika dan budaya politik; dan
c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
(38) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan
kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan
Pancagilag




Pasal 10
Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, antara

lain berupa :

a. seminar;
lokakarya;
dialog interaktif;
sarasehan;

workshop; dan

mo Ao o

Kegiatan Pertemuan Lain sesuai Tugas dan Fungsinya.

Pasal 11
Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
berkaitan dengan :
a. administrasi umum;
berlangganan daya dan jasa;

b.
c. pemeliharaan data dan arsip;
d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK
Pasal 12

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan
pengeluaran atas dana bantuan keuangan Partai Politik.

Kn.a;

¥TRT A OV §

i Pasal 13

(1) Partalvf;offf‘ik wajib membuat laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan

I KAI ‘;‘:Tpengofjslu an keuangan yang bersumber dari bantuan keuangan APBD.
—"{2)"Laporan PdMggunawabm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari: °
! Plalrekapjtulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan dan rincian
~“realidadi belanja dana bantuan keuangan Partai Politik setiap kegiatannya;dan
b. barang invetaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/
penggunaan jasa.

(3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

: Apilz&&, III Peraturan Bupati ini.
’5‘ H

PARAF KOO DIN
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F/Lﬂ AN g Pasal 14

()= i ' %ﬂj‘i'#"rﬁéﬂyam;)aikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
engeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala
1| satu) tahun sekali.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati.

(3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir.



(4) Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD
sampai laporan diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran
berkenaan.

(5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka
untuk diketahui oleh masyarakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Serdang Bedagai
~~Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dicabut dan
dmyatakan udak berlaku.

| Pasal 16
}’;-fPeraturan uphtl ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setia oring mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
—-ini.dengan pengcmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

'URD"\”"" Ditetapkan di Sei Rampah
' pada tanggal ©4 ™G’ 207
!s } l BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Wha

H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2017 NOMOR .%.....



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL :

TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI .........

Pada hari ini ......... tanggal ... bulan ......... Tim Verifikasi Kelengkapan
Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Bupati Nomor ......... tanggal ......... Tahun 2017, telah melaksanakan
Verifikasi persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik tahun ..........
yang diajukan oleh DPD/ DPC Partai .........

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan administrasi Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa DPD/ DPC Partai ......... telah
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang didasarkan pada hasil perolehan suara
pada Partai Politik yang mendapat kursi/ DPRD Kabupaten Serdang Bedagai pada

Pemilihan Umum Tahun ......... sebanyak ......... suara sah x Rp. ......... = RP. ceeneens
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan
Keuangan kepada DPD/ DPC Partai ......... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

L LSO Ketua Tim )
Do AT R e R s g S AT Sekretaris Tim | F—— )
T U Anggota Tim S— )
e TSR ORI Anggota Tim  ———— )
5. Anggota Tim O ——— )
6. Anggota Tim (eevemereenennen. )
(9 Anggota Tim (ceverrenrenaennns )
8. Anggota Tim  (—— )
O. Anggota Tim [ isissssasasnsinias )
10. Anggota Tim [ oompmitipmionsnine )
11. Anggota Tim (creereeeeenenn, )
12 Anggota Tim [ inssisicsaapinines )




LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL :

TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN KEPADA DPD/DPC PARTAI .........
TAHUN ANGGARAN .........
NOMOR : .........
Pada hari ini ......... tanggal ......... bulan ......... yang bertanda tangan dibawah

ini :
1. Bupati Serdang Bedagai atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah
Daerah selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPD/ DPC Partai ......... Kabupaten

Serdang Bedagai selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan
Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran ......... Kepada DPD/ DPC Partai .........
Kabupaten Serdang Bedagai sejumlah Rp. ......... ( ceeennnnn ) dan Pihak Kedua
menerima bantuan Keuangan tersebut dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Rekening Bank DPD/ DPC Partai .........
Kabupaten Serdang Bedagai.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Serdang Bedagai diterima oleh DPD/ DPC Partai .........

PIHAK KEDUA ~ PIHAK PERTAMA
DPD/ DPC PARTAI ......... BUPATI SERDANG BEDAGAI
KETUA UMUM ey
(..NAMA...)  ©ABAG | & § (...NAMA...)
{ HUKUM !
|
BENDAHARA UBBAG | ‘

~ s Uwpiy.,, BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Sl

H. SOEKIRMAN




LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR TAHUN 2017

TANGGAL
TENTANG : BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA DPD/DPC PARTAI .........
TAHUN ANGGARAN .........

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan
DPD/ DPC Partai ......... sebesar Rp. ......... , yang telah diperiksa Badan Pemeriksa
Keuangan pada tanggal ......... bulan .o tahun ......... sebagai berikut :

sy : , JENIS | VOLUME | REALISASI |
NO | ENSTENCGELVARAN | xeolavaw (KEomTan) (me) + &0

A. | PENDIDIKAN POLITIK

Seminar;

Lokakarya,;

Dialog Interaktif;
Sarasehan;

Worksop; dan atau
Kegiatan Pertemuan Lain
sesuai Tugas dan
Fungsinya

mo a0 o

B | OPERASIONAL SEKRETARIAT

1. Administrasi Umum

a. Keperluan ATK

b. Rapat Internal Sekretariat

c. Ongkos perjalanan dinas
dalam rangka mendukung
kegiatan operasional
Sekretariat

d. Sewa Kantor; dan atau

e. Honor Tenaga
Administrasi Sekretariat
yang berkompeten di
bidang pengelolaan
keuangan.

2. Langganan Daya dan Jasa
a. Telepon dan Listrik; i
b. Air Minum; X AMINASE
c. Jasa Pos dan Giro; o
d. Surat Menyurat; ‘

dan/atau KABAG
e. Surat Kabar Mingguan | HUKUM :
atau Harian | |

3. Pemeliharaan Data dan 'ASUBBAG| |
Arsip. ER-UU-AN| | AQ
a. Penyimpanan
Data Elektronik; dan/
atau

b. Penyimpanan Data
Manual.




4. Pemeliharaan Peralatan

Kantor

a. Pemeliharaan peralatan

elektronik

kesekretariatan; dan/

atau

b. Pemeliharaan peralatan
inventaris sekretariat.

L€ |

SALDO

Mengetahui :

KETUA UMUM DPD/ DPC PARTAI,

BENDAHARA UMUM/ BENDAHARA,

P

H. SOEKIRMAN




